BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 2| TAHUN 2022
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/
M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan
menegaskan bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja
utama (key performance indicator) untuk Pemerintah Kabupaten

dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, transparan dan akuntabel, maka setiap
penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan kemasyarakatan dalam merespon visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur

keberhasilan maupun kegagalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 - 2026;\



Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakﬁir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);|



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kirnerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSIKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

\



10.

11,

12.

13.

14.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Sumba Timur.

Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah
daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber

daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di
lingkungannya.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Timur.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh PD / Unit Kerja Mandiri atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau pada
suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber daya manusis), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan

program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerninkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran

strategis dan tujuan yang telah ditetaplan. ‘\—



15. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators ) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAEB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka
memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan diperolehnya ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk  menciptakan
keselarasan antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran
(output) dan hasil (outcome) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5
(lima) tahun.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi prosedur yang merupakan acuan
ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan
masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan anggaran, menyusun Perjanjian
Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi

penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5
Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2021-2026
b. Bidang kewenangan, tugas pokok dan furigsi ;
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. Kebutuhan data statistik pemerintah daerah.

Pasal €
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Ilaerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7
Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 berdasarkan karakteristik indikator kinerja yang baik yaitu:
a. spesifik;
b dapat dicapai;
c. relevan;
d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan

e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB V
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 8
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah digunakan untuk:

a. perencanaan jangka menengah;

b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja; dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program utama.
BAB VI
EVALUASI KINERJA
Paszal 9

Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi
lainnya dan dilakukan oleh Inspektorat atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1()
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah akan dijabarkan lebih lanjut
dalam Indikator Kinerja Utama Perangkat IDgerah / Unit Kerja dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Timur
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-20%1 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati “%umba Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun
2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKUl) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Herita Daerah Kabupaten Sumba Timur.A

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal (| APHIL 222

{ BUPATI SUMBA TIMU,

KHRISTOFEL PRAXING
Diundangkan di Waingapu

pada tanggal || AfuL 2021

plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR, ‘v

NGADU NDAMU
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2‘



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 2\ TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 - 2026

UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
pemerintah, telah dikembangkan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen
berbasis kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi
Pemerintah dan unit organisasi mampu merumuskan dan menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kreteria indikator yang baik sebagai ukuran
keberhasilan kinerja masing - masing instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UUmum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka mewajibkan setiap instansi
Pemerintah untuk menyusun Indikator Kinerja Utama, sehingga Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan
Bupati Sumba Timur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2021-2026.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas \\‘



Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas \\“
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